
BANGUNAN GEDUNG 
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 1 TAHUN 2011 
2011 
 
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG 
 
 
ABSTRAK : bahwa untuk mendirikan bangunan gedung agar sesuai persyaratan administratif dan persyaratan 

teknis serta pembangunan yang berwawasan lingkungan, perlu dilakukan penataan dan 
penertiban bangunan dalam wilayah Kota Kendari; bahwa agar bangunan gedung dapat menjamin 
keselamatan penghuni dan lingkungannya harus diselenggarakan secara tertib diwujudkan sesuai 
dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung; 
bahwa agar bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan 
fungsinya, diperlukan pengaturan yang tegas serta peran masyarakat 

 
Dasar hukum :  

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok 
Agraria;   

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;  
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman 
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya  
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya 

Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara RepS Indonesia Tahun 1995 Nomor 
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);  

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3670)  

7. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

8. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
9. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi  
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung  
11. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan 
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
13. 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Pemerintah, Pemerintah   Pusat,dan Pemerintah Daerah   
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4444);  

15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725);  

16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sampah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 69) 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1986 tentang Izin Usaha Industri  

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah 
Susun 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengena; 
Dampak Lingkungan  



20. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat 
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Nega a Republik Indonesia Nomor 3955);  

21. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi   

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 
Pembinaan Jasa    Kontruksi 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Pengembangan 
Air Minum 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun    2002 tentang Bangunan Gedung 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara   Pemerintah, Pemerintahan DaeSh Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

27. Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional. 

29. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang Acara Gugatan 
Perwakilan Kelompok 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan 
Bangunan dan Undang-Undang Gangguan Industri 

31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 tentang Garis 
Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan 
Bekas Sungai 

32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman 
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung 

33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang pedoman 
teknis fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; a  

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;  

35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman 
Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana bertingkat tinggi. 

36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentana Pedoman 
Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan,  

37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentana Pedoman 
Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 9  

38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentana Pedoman 
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; 9  

39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman 
Tim Ahli Bangunan Gedung;  

40. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 
02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan 
Menara Bersama Telekomunikasi;  

41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentana Pedoman 
Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;  

42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman 
Teknis Rencana Induk system proteksi kebakaran kota 



43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentana 
Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan 
Lingkungan; y  

44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman 
Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;  

45. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 
403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana 
Sehat;  

46. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri 
Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 18 Tahun 2009-07/PRT/M/2009; 3/P/2009 tentang Pedoman 
Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;  

47. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 
2).  

 

Peraturan daerah ini mengatur tentang : 

1. KETENTUAN UMUM;  
2. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG;  
3. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG; 
4. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI LOKASI BENCANA;  
5. PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG;  
6. PERAN MASYARAKAT;  
7. PENGENDALIAN;  
8. SANKSI ADMINISTRASI;  
9. SANKSI DENDA;  
10. KETENTUAN LAIN-LAIN;  
11. KETENTUAN PERALIHAN;  
12. KETENTUAN PENUTUP;  

 
 
STATUS :        Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 
                        Diundangkan di Kendari pada tanggal 11 Januari 2011. 



RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 3 TAHUN 2011  
2011 
 
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN  
 
 
ABSTRAK : Bahwa Rumah Potong Hewan mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka 

menjamin kualitas pemotongan hewan dan penanganan daging hewan yang Aman, 
Sehat, Utuh dan Halal (ASUH); dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, dengan demikian Peraturan Daerah 
Kota Kendari Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan 
Perubahannya perlu dicabut dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi 
Rumah Potong Hewan. 

 
Dasar hukum : 
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);  

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran 
Negara. Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor ) ;  

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas 
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan l embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845) ;  

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286);  

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia. Nomor 4355);  

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Taman 2004 Nomor 53, Tambahan. 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 125) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844);  

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaia 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 
4438);  

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan      
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia. Nomor 5019);  



10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3258);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoi 4737);  

13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai, 
Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2001 Nomor 6);  

14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah 
Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);  

 

Peraturan daerah ini mengatur tentang : 

1. KETENTUAN UMUM  
2. NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI  
3. GOLONGAN RETRIBUSI  
4. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 
5. PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
6. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
7. WILAYAH PEMUNGUTAN  
8. MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG  
9. PENETAPAN RETRIBUSI  
10. PEMUNGUTAN RETRIBUSI 
11. TATA CARA PEMBAYARAN 
12. TATA CARA PENAGIHAN 
13. SANKSI ADMINISTRASI 
14. PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 
15. KEDALUWARSA PENAGIHAN 
16. PEMERIKSAAN 
17. INSENTIF PEMUNGUTAN 
18. KETENTUAN PIDANA 
19. PENYIDIKAN 
20. KETENTUAN PERALIHAN 
21. KETENTUAN PENUTUP 

 
 
STATUS :        Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 
                        Diundangkan di Kendari pada tanggal 11 Januari 2011. 



SUMBANGAN PIHAK KETIGA 
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 11 TAHUN 2011 
2011 
 
PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH 
 
 
ABSTRAKSI : Bahwa untuk meningkatkan pelayanan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu didukung dengan 
tersedianya sumber-sumber pembiayaan daerah baik yang berasal dari pajak 
daerah dan retribusi daerah serta sumber-sumber lain penerimaan daerah yang 
sah berupa sumbangan pihak ketiga kepada daerah; bahwa berdasarkan Pasal 16 
ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 
pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan 
lain-lain pendapatan yang sah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga 
Kepada Daerah.  

 
Dasar hukum :  
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kota Madya 

Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaiman telah diubah 
terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438);  

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  

8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 
2) .  

 
 
 
 



Peraturan daerah ini mengatur tentang : 
1. KETENTUAN UMUM  
2. PRINSIP UMUM  
3. OBYEK DAN SUBYEK  
4. BENTUK DAN BESARNYA SUMBANGAN PIHAK KETIGA  
5. WILAYAH DAN KEWENANGAN PENERIMAAN 
6. TATA CARA PENGELOLAAN 
7. PEMBINAAN 
8. KETENTUAN PENUTUP 
 

STATUS :     -  Menyatakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 49 
Tahun 1997 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 51 Tahun 1998 Seri C Nomor 3) dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku 

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 
- Diundangkan di Kendari pada tanggal 30 Desember 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


